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ABSTRAK 

Pasca amandemen UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi 

lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang 

terhadap undang-undang dasar. Tak jarang MK selalu dihadapkan pada permohonan 

pengujian undang-undang terkait open legal policy, seperti syarat presidential 

threshold, parliamentary threshold, dan usia minimal capres-cawapres dalam UU 

Pemilu. Open legal policy dapat diartikan sebagai kebijakan mengenai ketentuan 

pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk 

undang-undang. Di Indonesia, pengaturan mengenai syarat usia minimal capres-

cawapres diatur secara beragam dari waktu ke waktu oleh pembentuk undang-

undang, baik 30 tahun, 35 tahun, maupun 40 tahun. Syarat usia tersebut telah 

beberapa kali diuji konstitusionalitasnya oleh MK. Salah satunya dalam Putusan 

MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut menambahkan norma baru dalam 

Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat usia minimal capres-cawapres yang 

sebelumnya hanya berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun” menjadi “berusia 

paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui 

pemilu termasuk pemilihan kepala daerah”. Dengan adanya penambahan norma 

baru tersebut, MK telah masuk ke dalam ranah pembentuk undang-undang yang 

mengakibatkan MK telah melakukan praktik judicialization of politics. 

Judicialization of politics secara definitif dapat diartikan sebagai keterlibatan 

lembaga peradilan dalam pengambilan kebijakan pembuat undang-undang. Dari 

persoalan tersebut, muncul sebuah masalah yang berkaitan dengan problematika 

dan dampak dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

mengkaji teori negara hukum, judicial review, dan judicialization of politics. Jenis 

penyusunan yang digunakan adalah studi pustaka. Pendekatan penyusunan yang 

digunakan adalah yuridis-normatif. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan 

primernya. Literatur seperti buku, dan karya ilmiah sebagai bahan sekundernya, 

sedangkan kamus ensiklopedia sebagai bahan tersiernya. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa problematika praktik judicialization 

of politics oleh MK setidaknya terdiri dari tiga aspek, yakni aspek prosedural, aspek 

materiil, dan inkonsistensi putusan. Sehingga, dampak yang ditimbulkan adalah 

menjadikan preseden buruk bagi lembaga kekuasaan kehakiman dan berlaku secara 

langsung kepada Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang pernah 

atau sedang menjabat untuk dapat menjadi capres-cawapres dalam Pemilu 2024.   

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Judicialization of Politics, Syarat Usia  
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ABSTRACT 

After the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 

the Constitutional Court (MK) became the institution with the authority to examine 

the constitutionality of laws against the constitution. It is not uncommon for the 

Constitutional Court to always be faced with requests to review laws related to open 

legal policy, such as the presidential threshold, parliamentary threshold and 

minimum age for presidential and vice-presidential candidates in the Election Law. 

Open legal policy can be interpreted as a policy regarding the provisions of certain 

articles in the law which are within the authority of the law makers. In Indonesia, 

regulations regarding the minimum age requirements for presidential and vice-

presidential candidates are regulated variously from time to time by legislators, 

either 30 years, 35 years or 40 years. The constitutionality of this age requirement 

has been tested several times by the Constitutional Court. One of them is in the 

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. This decision adds a 

new norm in Article 169 letter q of the Election Law regarding the minimum age 

requirements for presidential and vice-presidential candidates, which previously 

only read "at least 40 years old" to "be at least 40 years old or have/are currently 

holding positions elected through elections, including head elections." area". With 

the addition of these new norms, the Constitutional Court has entered the realm of 

law makers which has resulted in the Constitutional Court carrying out the practice 

of judicialization of politics. Judicialization of politics can be definitively 

interpreted as the involvement of judicial institutions in policy making for law 

makers. From this issue, a problem emerged related to the problems and impact of 

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. 

This research uses normative legal research methods by examining the 

theory of the rule of law, judicial review, and the judicialization of politics. The type 

of preparation used is literature study. The drafting approach used is juridical-

normative. Legislation as the primary material. Literature such as books and 

scientific works are secondary materials, while encyclopedia dictionaries are 

tertiary materials. 

The results of this research show that the problematic practice of 

judicialization of politics by the Constitutional Court consists of at least three 

aspects, namely procedural aspects, material aspects, and decision inconsistencies. 

Thus, the impact is to set a bad precedent for judicial institutions and apply directly 

to Provincial and Regency/City Regional Heads who have served or are currently 

serving as presidential and vice-presidential candidates in the 2024 elections. 

Keywords: Constitutional Court, Judicialization of Politics, Age Requirements  
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MOTTO 

 

“Yakin Usaha Sampai” 

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di 

jalan Allah hingga ia kembali.”  

(HR. Tirmidzi) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Cabang kekuasaan kehakiman yang diwakili oleh lembaga peradilan memiliki 

peran penting sebagai institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi, 

dan jaminan atas prosedur-prosedur yang adil dan demokratis untuk menjamin 

adanya kepastian dan keadilan bagi setiap pencari keadilan.1 Lembaga 

peradilan di seluruh dunia, baik dalam bentuk Mahkamah Konstitusi, 

Mahkamah Agung, Dewan Konstitusional maupun dalam penyebutan lainnya 

berperan penting dalam menilai dan memutus konstitusionalitas sebuah 

kebijakan negara. 

Lembaga peradilan di Indonesia yang dapat menguji undang-undang 

terhadap undang-undang dasar adalah Mahkamah Konstitusi (MK). 

Kewenangan MK tersebut tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. 

Dengan kewenangan tersebut, MK dapat melakukan pengujian terhadap 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga perwakilan atau lembaga eksekutif untuk 

diuji dan dinilai konstitusionalitasnya. Pengujian undang-undang terhadap 

undang-undang dasar ini merupakan kewenangan yang menjadi ciri khas MK 

(Constitutional Court) sebagai lembaga peradilan tata negara.2 

 
1 Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum 

dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian,” Jurnal Rechtsvinding, Vol.6, 

No. 1 (April 2017), hlm. 75. 
2 Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan 

Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara,” Mimbar 

Hukum, Vol. 19, No.3 (Oktober 2007), hlm. 438. 
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Kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 

lazim disebut judicial review atau pengujian konstitusional.3 Pelaksanaan 

kewenangan menguji konstitusionalitas norma undang-undang dapat 

diibaratkan sebagai koin bersisi dua. Di satu sisi MK melakukan penafsiran 

untuk memahami makna norma dalam undang-undang yang menjadi objek 

pengujian, di sisi lain dalam waktu yang bersamaan MK melakukan penafsiran 

untuk memahami makna pasal dalam undang-undang dasar yang dijadikan 

sebagai batu uji pengujian sehingga secara tidak langsung MK bertindak 

sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution).4 

Kedudukan MK sebagai penafsir akhir terhadap sengketa penafsiran 

konstitusi selaras dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat. 

Sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa MK 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final. Ketentuan putusan yang bersifat final tersebut diderivasi pada 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Ketentuan mengenai putusan MK yang bersifat mengikat kemudian diperoleh 

dari penjelasan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang 

menyatakan:"... Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU 

 
3 Wahiduddin Adams, “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar,” https://pusdik.mkri.id diakses pada 2 Januari 2024. 
4 Muhammad Ilham Hermawan, Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian 

Konstitusional di Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 29-32. 

https://pusdik.mkri.id/
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MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)". 

Ketentuan sifat putusan yang final dan mengikat ditemukan pula dalam Pasal 

29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

Konsekuensi yuridis dari sifat putusan yang final dan mengikat adalah 

putusan MK telah mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang jelas dan tegas, 

serta tidak ada upaya hukum lanjutan setelah putusan tersebut selesai 

diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Melihat objek 

pengujian adalah undang-undang yang memiliki sifat umum, maka putusan 

pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh MK berlaku mengikat tidak 

hanya pada pihak yang berperkara di MK melainkan mengikat bagi semua 

pihak (erga omnes).5  

Pada praktinya, dapat ditelusuri bahwa para hakim MK dalam 

melakukan putusan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-

beda, setidaknya ada dua, yaitu judicial activism atau judicial restraint. 

Judicial activism selalu dikaitkan dengan perbuatan hakim dalam membuat 

sebuah keputusan yang memuat norma hukum baru.6 Dapat dikatakan jika 

judicial activism sebenarnya merupakan kegiatan mengembangkan teks-teks 

 
5 Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum 

Konstitusi,” Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3, (Juli 2009), hlm. 359. 
6 Bagus Surya Prabowo, “Menggagas Judicial Activism dalam Putusan 

Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No.1 (Maret 

2022), hlm.76. 
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konstitusi untuk membuat sebuah perubahan sosial di masyarakat agar nilai-

nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif.7 

Judicial restraint ini merupakan antitesis dari konsep judicial activism, 

yang mana pada prinsipnya membatasi lembaga peradilan dalam konteks 

mengadili perkara agar tidak melampaui kewenangan yang telah ditentukan 

(limited jurisdiction).8 Penerapan judicial restraint ini pernah dilakukan oleh 

MK dalam perkara yang notabene bersifat kebijakan hukum terbuka atau open 

legal policy. Hal tersebut disebabkan open legal policy merupakan 

kewenangan atribusi, yang artinya pemberian wewenang pemerintahan oleh 

pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan untuk membuat sebuah 

norma.9 Seperti dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa 

“syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang”. Pembentuk undang-undang akhirnya membuat 

norma yang terdapat pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sehingga, dalam berbagai pengujian 

terhadap pasal a quo selalu ditolak oleh MK, sebab pasal tersebut merupakan 

bentuk open legal policy. 

Dalam praktiknya, MK tidak konsisten dalam menggunakan 

pendekatan apa yang digunakan dalam memutus perkara. Seperti dalam 

Putusan MK Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 tentang pengujian batas usia 

 
7 Pan Mohamad Faiz, “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, Vol.13, No. 2 (Agustus 2016), hlm. 409-410. 
8 Ibid. 
9 Sovia Hasanah, “Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat”,  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-

lt5816ab6ea74a7/  diakses pada tanggal 2 Februari 2024.  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/
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Calon Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres) terhadap Pasal 169 huruf 

(q) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi “persyaratan menjadi calon 

Presiden dan calon Wakil Presiden. adalah: (q) berusia paling rendah 40 (empat 

puluh) tahun”. MK berpandangan bahwa penentuan batas usia capres-cawapres 

merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. Akan 

tetapi, dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh 

Pemohon Almas Tsaqibbirru Re A, MK merubah pendiriannya yang 

sebelumnya menerapkan pendekatan judicial restraint, justru melakukan 

pendekatan judicial activism.  

Penerapan judicial activism dalam putusan a quo dapat terlihat dari 

amar putusan yang menambahkan norma baru Pasal 169 huruf q UU Pemilu 

menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang 

menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan 

Kepala Daerah”. Padahal yang diminta oleh pemohon dalam petitumnya adalah 

“…. atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota”. Terjadinya perubahan pendekatan putusan tersebut 

dapat terjadi karena MK tidak mempunyai batasan dan kriteria dalam 

menentukan pendekatan apa yang digunakan dalam memutus.  

Dalam putusan a quo, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi 

keterangan dalam sidang perkara, memberikan fakta hukum dalam persidangan 

yang menunjukan bahwa DPR dan Presiden telah menyerahkan sepenuhnya 

kepada Mahkamah untuk memutus batas usia capres-cawapres. Kondisi 

demikian dinamakan judicialization of politics sebagaimana yang dikatakan 
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oleh Alec Stone Sweet dalam bukunya yang berjudul Governing with Judges: 

Constitutional Politics in Europe, yang menyatakan bahwa:10 

“Judicialization of politics is the intervention of constitutional judges 

in legislative processes, establishing limits on law-making behavior, 

reconfiguring policymaking environments, and sometimes, drafting the 

precise terms of legislation.” 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa judicialization of 

politics adalah sebuah ekspansi dari lembaga kekuasaan kehakiman untuk 

mengadili perkara mengenai kebijakan publik yang memiliki unsur politis 

dalam rangka membatasi kewenangan cabang kekuasaan lain. 

Keaktifan kekuasaan kehakiman dalam merespon berbagai 

permasalahan hukum lewat pengujian undang-undang dianggap dapat 

menjadikan pengadilan sebagai suatu institusi yang hiperaktif dan eksesif. 

Sehingga, dikhawatirkan akan menciderai prinsip dasar negara, yakni 

demokrasi dan prinsip pemisahan kekuasaan.11 Karena, MK yang tadinya 

hanya sebagai negative legislator, sekarang menjadi positive legislator.  

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

problematika praktik judicialization of politics dalam Putusan MK Nomor 

90/PUU-XXI/2023, guna memberikan analisis yuridis permasalahan hukum 

dalam putusan a qou. Berdasarkan uraian di atas, penyusun kemudian tertarik 

untuk menyusun skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA PRAKTIK 

 
10 Alec Stone Sweet, Governing with Judge: Constitutional Politics in Europe 

(New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 32. 
11 Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “Praktik Juristocracy di Indonesia: 

Menakar Peran MK dalam Pengujian Undang-Undang,” Jurnal Yustitia, Vol. 14, No. 2 

(Desember 2020), hlm. 11. 
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JUDICIALIZATION OF POLITICS OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-

XXI/2023)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana problematika praktik judicialization of politics oleh 

Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian syarat usia calon presiden 

dan calon wakil presiden? 

2. Bagaimana dampak praktik judicialization of politics oleh Mahkamah 

Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun 

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengkaji problematika praktik judicialization of politics 

oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian syarat minimal usia 

capres-cawapres. 

b. Untuk mengkaji dan menjelaskan dampak dari praktik 

judicialization of politics oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu hukum tata negara dalam bidang kewenangan 

mengadili dan memutus oleh MK. Selain itu, berguna untuk 

memperkaya referensi kepenulisan suatu karya yang berkaitan 

dengan pengujian norma dan kelembagaan MK. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi Hakim 

Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan mengadili dan 

memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 

NRI 1945, sehinggga praktik judicialization of politics tidak terjadi 

serta penerapan judicial activism dan judicial restraint dapat 

digunakan sesuai dengan jenis perkaranya. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian yang satu dengan 

yang lain guna menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada 

sebelumnya, serta untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut karya-karya 

ilmiah yang relevan, yaitu: 

Pertama, jurnal ilmiah yang berjudul “Refleksi Fenomena 

Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah 
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Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi” karya Indra Perwira.12 Tujuan 

penelitian tersebut adalah untuk memperkenalkan fenomena judicialization of 

politics pada Mahkamah Konstitusi, baik melalui politik hukum 

pembentukannya maupun melalui putusan-putusannya. Objek penelitian 

tersebut menggunakan studi Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang 

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 

tentang Sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian ini 

akan memperbarui data dari penelitian sebelumnya yang akan berfokus pada 

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma 

Dewi dengan judul “Praktik Juristocracy di Indonesia: Menakar Peran MK 

dalam Pengujian Undang-Undang”.13 Tujuan penelitian tersebut adalah 

membahas mengenai praktik-praktik juristokrasi di Indonesia yang dilakukan 

oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian suatu undang-undang. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukan, MK dihadapkan pada suatu kondisi yang 

secara aktif dapat mengubah kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-

undang. Sehingga, MK harus menerapkan judicial restraint atau sikap 

menahan diri dalam memutus perkara. Adapun yang menjadi perbedaan dalam 

 
12 Indra Perwira, “Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik 

Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal 

Konstitusi, Vol. 12, No.1, (Maret 2016), hlm 26-47. 
13 Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “Praktik Juristocracy di Indonesia……, 

hlm.16. 
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penelitian ini adalah pada sisi objek perkara yang difokuskan pada Putusan MK 

Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar lebih terfokus untuk mengidentifikasi praktik 

juristokrasi di Indonesia berdasarkan putusan a quo.  

Ketiga, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Reza Ilham Maulana dan 

Yohanes Suwanto dengan judul “Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial 

atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi dengan Skema Judicial Review”.14 

Hasil dari penelitian tersebut adalah MK mempunyai tugas dan wewenang 

sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang secara eksklusif ditunjuk 

langsung oleh konstitusi dengan salah satu kewenangannya melakukan judicial 

review, peninjauan dan/atau pengujian kembali terhadap kebijakan lembaga 

perwakilan dan/atau lembaga eksekutif. Namun, seiring berjalannya waktu, 

MK seakan-akan menjadi wadah untuk melemparkan permasalahan politik 

kontroversial pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

lembaga legislatif. Seperti, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang 

Pemilu yang mengatur soal ambang batas pencalonan presiden, dan Undang-

Undang Cipta Kerja. Sehingga, dalam penelitian ini akan berfokus pada 

pengungkapan fakta dari praktik juristokrasi di Indonesia berdasarkan Putusan 

MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

E. Kerangka Teoritik 

Skripsi ini menggunakan tiga teori. Pertama, teori Negara Hukum dan 

Konstitusionalisme. Kegunaan teori ini adalah untuk memberikan pemahaman 

 
14 Reza Ilham Maulana dan Yohanes Suwanto, “Paradigma Yuristokrasi: Intervensi 

Yudisial atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi dengan Skema Judicial Review,” 

Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No.2 (September 2022), hlm. 330-336. 
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dan landasan konseptual UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Kedua, 

teori Judicial Review Undang-Undang. Kegunaan dari teori ini adalah untuk 

memberikan landasan berfikir dalam memahami konsep dan tujuan judicial 

review. Ketiga, teori Judicialization of Politics. Kegunaan dari teori ini adalah 

untuk memberikan pemahaman landasan berfikir dalam memahami konsep dan 

tujuan judicialization of politics yang dilakukan oleh MK. Ketiga teori ini 

menjadi penting untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menemukan 

jawaban terhadap rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Negara Hukum dan Konstitusionalisme 

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat” dari 

Bahasa Belanda.15 Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia 

adalah the rule of law dari Bahasa Inggris, yang juga digunakan untuk 

“negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul 

juga istilah negara hukum atau rechtsstaat”.16  

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni rechtsstaat dan 

the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang 

berbeda.17 Istilah rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang 

absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum 

kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law berkembang 

secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law. 

 
15 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat - Sebuah Studi tentang 

Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum 

dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30. 
16 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 

1970), hlm. 27. 
17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi……, hlm. 72. 
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Walaupun demikian, perbedaan keduanya sekarang tidak menjadi 

perdebatan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara 

rechtsstaat dan the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD NRI 

1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum”, tidak terlepas dari 

pengaruh kedua paham tersebut. Paham negara hukum (rechtsstaat atau 

the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan 

(pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, 

kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara dari kemungkinan 

bertindak dalam penyalahgunaan kekuasaan. 

Kedua konsep negara hukum tersebut menunjukkan bahwa prinsip 

negara hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meniadakan absolutisme 

kekuasaan atau adanya pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, dapat 

dipahami standar utama sebuah negara dapat disebut sebagai negara 

hukum adalah hukum menjadi pedoman utama di negara tersebut. 

Hans Nawiasky menjelaskan bahwa suatu norma hukum dari 

negara mana pun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Teori yang 
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dikemukakan Han Nawiasky disebut dengan theorie von stufenufbau der 

rechtsordnung. Hierarki norma menurut teori tersebut adalah:18 

a. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);  

b. Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz);  

c. Undang-undang formal (Formell Gesetz); dan  

d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnung En 

Autonome Satzung). 

Hamid S. Attamimi mengontekstualisasikan UUD NRI 1945 

sebagai aturan dasar negara (staatsgrundgesetz).19 Sebagai aturan dasar 

negara, UUD NRI 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. 

Konstitusi apabila dikorelasikan dengan kehidupan sosial akan 

memunculkan gambaran dari kontrak sosial antara pemerintah dengan 

rakyatnya. Inilah yang menjadi nilai dasar dari konstitusi, yakni 

konstitusionalisme yang mengatur mengenai pembatasan kekuasaan dan 

mengakomodasi hak-hak rakyat. 

Sejalan dengan gagasan konstitusionalisme, UUD NRI 1945 

sebagai konstitusi harus secara komitmen selalu dijalankan. Karena 

kekuasaan pemerintahan harus dapat dan selalu dibatasi secara hukum, 

serta kewenangan pemerintah bergantung pada ketaatannya terhadap 

batasan-batasan yang diatur dalam konstitusi. Pada dasarnya, setiap negara 

 
18 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 171. 
19 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (Sleman: PT Kanisius 

Yogyakarta, 2007), hlm. 44-45. 
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memiliki konstitusi. Namun, menurut Ratnapala dan Crowe tidak semua 

negara pemerintahannya dapat dikatakan konstitusional manakala 

ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya tidak dijalankan.20 Artinya 

dengan sistem norma hukum yang berjenjang dan berlapis, norma hukum 

di bawah konstitusi harus merupakan implementasi dari ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, harus ada 

mekanisme untuk memastikan bahwa materi muatan dari norma hukum 

yang kedudukannya berada di bawah konstitusi merupakan implementasi 

dari ketentuan konstitusi dan tidak bertentangan dengan konstitusi. 

2. Judicial Review Undang-Undang 

Pengujian peraturan perundang-undangan adalah menempatkan peraturan 

perundang-undangan sebagai objek peradilan. Pengujian peraturan 

perundang-undangan dapat dikaitkan dengan istilah toetshingrecht dalam 

Bahasa Belanda. Secara konseptual, istilah toetshingrecht bermakna hak 

untuk menguji atau hak uji yang kewenangan pengujiannya diberikan 

kepada sebuah lembaga sesuai dengan sistem hukum masing-masing tiap 

negara.21 

Konsep pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia 

diatur dengan memberikan kewenangan pengujian pada Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang 

 
20 Pan Mohammad Faiz, Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan 

Federal (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 29. 
21 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT 

Bhuana Ilmu Poluler, 2007), hlm. 589-590. 
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menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan Mahkamah 

Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang dengan batu uji undang-undang.22 Karena kewenangan 

pengujian berada pada lembaga yudisial, konsep pengujian peraturan 

perundang-undangan di Indonesia dikategorikan dengan nama judicial 

review. 

Tujuan dari pengujian peraturan perundang-undangan pada 

dasarnya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku 

merupakan hukum yang legal atau sah. Karena peraturan yang tidak 

memiliki legalitas bukanlah aturan hukum, melainkan merupakan bentuk 

inkonstitusional. Menurut H.L.A Hart, untuk mengetahui bahwa suatu 

peraturan bersifat legal atau merupakan hukum yang sah, kita harus 

melihat pada dua kaidah yang melekat pada peraturan tersebut. Pertama, 

kaidah yang mengatur perbuatan orang (kaidah primer). Kedua, kaidah 

yang mengatur syarat berlakunya kaidah primer tersebut (kaidah 

sekunder).23 Oleh karena itu, pengujian peraturan perundang-undangan 

meliputi pengujian materiil (materiile toetshing) dan pengujian formil 

(formele toetshing). 

Judicial review yang dilakukan oleh MK adalah pengujian 

konstitusionalitas undang-undang (constitutional review). Constitutional 

review terdiri dari pengujian secara materiil dan secara formil. Pengujian 

 
22 Pasal 24 UUD NRI 1945. 
23 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 1995), hlm. 43. 
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secara formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk 

legislatif (undang-undang) terjelma melalui cara-cara yang telah diatur 

berdasarkan undang-undang atau tidak.24 Dalam Pasal 22A UUD NRI 

1945 mengamanatkan agar tata cara pembentukan undang-undang diatur 

dengan undang-undang. Amanat tersebut diimplementasikan melalui 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan yang salah satu materi muatannya mengatur tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu undang-

undang terbukti tidak memenuhi syarat formil dalam pembentukannya, 

maka akan berimplikasi pada pembatalan undang-undang tersebut secara 

keseluruhan. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk 

memeriksa apakah suatu rumusan norma undang-undang telah sesuai 

dengan ketentuan dalam undang-undang dasar. Berbeda dengan pengujian 

formil, apabila dalam pengujian materiil suatu rumusan norma terbukti 

tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUD, maka khusus norma 

tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Judicial review di MK merupakan bentuk checks and balances 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semenjak reformasi, konsep 

checks and balances mulai dianut sebagai paham dalam kelembagaan 

negara. Dalam melakukan pendekatan putusan, MK melakukan dengan 

pendekatan putusan judicial activism atau judicial restraint. Para hakim 

yang menggunakan pada pendekatan judicial activism cenderung 

 
24 Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 6. 
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menganggap pengadilan sebagai subjek yang dominan di dalam relasi 

antar institusi. Di sisi lain, judicial restraint beranggapan bahwa 

pengadilan memiliki peran dominan pada institusi untuk menentukan 

konstitusionalitas suatu produk hukum.   

Meskipun begitu, sebagaimana hakikat dari sebuah putusan 

pengadilan, judicial activism maupun judicial restraint tidak dapat 

dijadikan dasar untuk melegitimasi sebuah putusan. Putusan pengadilan 

mendapatkan legitimasinya hanya ketika pengadilan memutus 

berdasarkan hukum.25 Makna memutus berdasakan hukum diartikan oleh 

Mark Elliot sebagai sebuah putusan yang dihasilkan dengan cara-cara yang 

sejalan dengan prinsip-prinsip umum, baik hukum maupun politik yang 

mendasari terbentuknya konstitusi.26 Yang artinya, legitimasi putusan 

pengadilan hanya dapat dilihat atau dinilai melalui alasan atau 

pertimbangan-pertimbangan yang mendasari mengapa sebuah putusan 

dijatuhkan. Oleh karena itu, alasan atau pertimbangan dalam setiap 

putusan harus menjadi dasar mengapa sebuah penyelesaian perkara harus 

dengan pendekatan judicial activism atau judicial restraint. Meskipun 

dapat digunakan secara pragmatis, judicial activism dan judicial restraint 

tetap perlu diatur secara tepat dalam konsteks pelaksanaan fungsi 

pengadilan.  

 
25 Bagir Manan, Menegakan Hukum Suatu Pencarian (Jakarta: Asosiasi Advokat 

Indonesia, 2009), hlm. 64. 
26 Mark Elliot, The Constitutional Foundation of Judicial Review (Oxford: Hart 

Publishing, 2001), hlm. 23. 
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3. Judicialization of Politics 

Judicialization of politics dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai 

yudisialisasi politik. Penerapan judicialization of politics ini telah menjadi 

pembahasan di berbagai negara, di mana banyak ditemukan artikel ilmiah 

yang mengulas mengenai peran lembaga peradilan yang ikut aktif 

mengubah atau memengaruhi kebijakan. Penelitian tentang judicialization 

of politics telah banyak dilakukan dengan menganalisa keterlibatan 

lembaga peradilan dalam pengambilan kebijakan di sebuah negara. 

Misalnya kajian yudisialisasi politik di Kawasan Amerika Latin,27 di 

Kawasam Asia,28 Brazil,29 Jerman,30 Belanda,31 dan Korea Selatan.32 

Pada awalnya, keterlibatan lembaga peradilan dalam pengambilan 

keputusan tidaklah diperhitungkan. Pengambilan kebijakan semata 

menjadi persoalan politik yang berada di luar dari jangkauan urusan 

hukum yang ditangani oleh peradilan. Namun, urusan pengambilan 

kebijakan mengalami pergeseran dari urusan politik menjadi masalah 

hukum yang menjadi bagian kewenangan pengadilan, itulah yang 

 
27 Rachel Sieder, The Judicialization of Politics in Latin America (New York: 

Palgrave Macmillan, 2005) hlm. 39. 
28 Bjoern Dressel, The Judisialization of Politics in Asia (New Yorik: Routledge Law 

in Asia, 2012), hlm. 28. 
29 Estefânia Maria De Queiroz Barboza dan Katya Kozicki, “Judicialization of 

Politics and the Judicial Review of Public Policies by the Brazilian Supreme Court,” 

Revista Direito GV, Vol. 8, Issue. 1 (June 2012), hlm. 59-85. 
30 Christine Landfried. “The Judicialization of Politics in Germany,” International 

Political Science Review, Vol. 15, Issue 2 (April 1994) hlm. 113-124. 
31 Jan Ten Kate, dan Peter J. Van Koppen, “Judicialization of Politics in the 

Netherlands: Towards a Form of Judicial Review,” International Political Science Review, 

Vol. 15, Issue 2 (April 1994), hlm. 143-151. 
32 Jonghyun Park, “The Judicialization of Politics in Korea,” Asian-Pacific Law & 

Policy Journal, Vol. 10, Issue. 1, (December 2008), hlm. 62. 
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dinamakan judicialization of politics. Setidaknya ada sebelas istilah yang 

memiliki kemiripan dengan kata yudisialisasi, yaitu judicial activism, 

government by the judiciary, juristocracy, government of the judges, 

judicialization of political power, judiocracy, juridiciocracy, juridification, 

judiciarism, juridicization, dan political jurisprudence.33 

Praktik judicialization of politics di Indonesia dilakukan melalui 

judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. MK terus menerus dihadapkan 

pada permohonan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang multidimensional seperti hak kebebasan berekspresi, 

hak kebebasan beragama, hak privasi, hak reproduksi, hingga 

permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti sistem 

peradilan pidana, perdagangan dan bisnis, pendidikan, imigrasi, tenaga 

kerja, perlindungan lingkungan, pembatasan dana kampanye, dan 

kebijakan afirmasi.34 

Kewenangan untuk mengadili kontroversi-kontroversi politik 

tersebut telah mengubah pengadilan menjadi sebuah institusi politik.35 

Fenomena ini terjadi karena menurut Hirschl, hukum tata negara adalah 

bentuk lain dari politik.36 Dalam kesimpulan Ran Hirschl, yudisialisasi 

politik adalah “... the ever-accelerating reliance on courts and judicial 

 
33 Ary Jorge Aguiar Nogueira, "State of the Art Research in the Judicialization of 

Politics," Beijing Law Review, Vol. 11, Issue. 3 (September 2020), hlm. 671. 
34 Ran Hirschl, “The Judicialization of Mega-Politics and The Rise of Political 

Courts”, Annual Review Political of Science, Vol.11 (June 2008), hlm. 2. 
35 Ibid. 
36 Ran Hirschl, “Judicialization of Pure Politics Worldwide”, Fordham Law 

Review, Vol. 75, Issue. 2 (December 2006), hlm. 723. 
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means for addressing core moral predicaments, public policy questions, 

and political controversies.”37 Yang artinya, ketergantungan yang semakin 

tinggi pada pengadilan dan sarana pengadilan untuk mengatasi 

permasalahan moral, kebijakan publik, dan kontroversi politik.  

Rachel Sieder mengemukakan bahwa konsep judcialization of 

politics dibentuk berdasarkan dua aspek berbeda yang saling terkait. 

Pertama, judicialization of politics lahir dari munculnya Mahkamah 

Konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung sebagai pemangku 

kekuasaan kehakiman.38 Kedua, judicialization of politics lahir pula 

karena meningkatnya penggunaan hukum, wacana hukum, serta proses 

litigasi yang ditempuh oleh berbagai aktor politik termasuk politisi, 

gerakan sosial, maupun individu.39 Berdasarkan kedua aspek tersebut 

dapat disimpulkan bahwa lahirnya judicialization of politics disebabkan 

karena aktivitas pengadilan dan aktor politik termasuk warga negara secara 

individu. 

Rachel Sieder memberikan tiga aspek yang dapat mengidentifikasi 

mengenai kehadiran judicialization of politics di suatu negara yang banyak 

ditemukan pada negara-negara Amerika Latin. Ketiga aspek tersebut 

adalah:40 

 
37 Ibid. hlm. 721-754. 
38 Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in 

Asian Case (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 21. 
39 Ibid. 
40 Rachel Sieders, Cultures of Legality: Judicialization and Political Activism in 

Latin America (Britania Raya:Cambridge University Press, 2010) hlm. 11. 
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a. Perluasan bidang kehidupan sosial politik yang 

diartikulasikan dalam bahasa hukum melalui lembaga-

lembaga hukum; 

b. Perluasan jumlah dan instrumen hukum yang tersedia untuk 

digunakan dalam upaya perjuangan politik; 

c. Meningkatnya frekuensi penggunaan bahasa dan instrumen 

hukum dalam strategi-strategi politik dalam penentuan 

kebijakan publik. 

Ketiga aspek di atas secara umum menyatakan bahwa 

judicialization of politics dapat diartikan pula sebagai sebuah transformasi 

penyelesaian permasalahan politik dari mekanisme politik melalui 

lembaga-lembaga politik menuju penyelesaian melalui instrumen hukum 

pada lembaga pengadilan. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian secara bahasa merupakan terjemahan dari kata research yang berasal 

dari Bahasa Inggris. Kata research terdiri dari kata re yang berarti kembali atau 

mengulang dan kata search yang berarti mencari, sehingga ketika digabungkan 

menjadi mengulang kembali pencarian.41 Dalam pengertian lain, penelitian 

merupakan usaha secara sistematis, terorganisir, dan hati-hati dalam 

menyelidiki sesuatu dengan mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran.  

 
41 Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4. 
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Kebenaran dalam suatu ilmu dapat diketahui melalui metode atau cara 

yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau 

langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara 

penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan, dan mencari 

solusinya.42 Sama halnya dengan pencarian kebenaran dalam keilmuan hukum, 

juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian 

mengusahakan suatu penyelesaian atau masaah yang timbul dalam gejala yang 

diteliti.43 Untuk itu, agar memberikan kemudahan dalam mengarahkan metode 

penelitian dalam skripsi ini, penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan 

dengan metode penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian pustaka (library research). Penelitian ini dalam mencari atau 

menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan, baik berupa 

buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya sepanjang 

diperlukan dalam penelitian.44 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-

normatif. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian, penyusun 

menyusun teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan, 

 
42 Suryana, Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15. 
43 Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum (Jakarta: UI Press, 1999), hlm. 

143. 
44 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’, Volume 08, No. 01 

(Mei 2014), hlm. 68. 
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putusan lembaga peradilan, dan lainnya yang baik secara langsung 

maupun tidak langsung berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas 

undang-undang yang akan penyusun tinjau dari aspek yuridis, historis, 

dan filosofis. 

3. Bahan Hukum Penelitian 

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam penyusunan 

penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier.45 Sebagaimana berikut: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki 

kaitan langsung dengan kewenangan pengujian undang-undang 

oleh MK dan judicialization of politics. Bahan hukum primer, 

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan 

oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan 

perundang-undangan dan putusan MK. Bahan hukum primer 

yang digunakan penulis dalam skripsi terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

 
45 Mukti Fadjar dan Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34. 
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3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. 

4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 

tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian 

Undang-Undang. 

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 

mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 

mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 

mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 

mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum 
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sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun 

pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini.  

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum terseier adalah kamus dan 

ensiklopedia. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Problematika Praktik 

Judicialization of Politics oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)”, maka sistematika 

penyusunan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun, 

sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menjelaskan 

gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. 

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang teori negara hukum dan 

konstitusionalisme, judicial review, dan praktik judicialization of politics oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

Bab ketiga membahas mengenai pengujian undang-undang terkait 

batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi. 
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Pembahasan dalam bab ini mengenai putusan-putusan pengujian batas usia 

calon presiden dan wakil presiden. 

Bab keempat berisikan pemaparan hasil kajian berupa analisis yuridis 

terkait problematika dan dampak praktik judicialization of politics yang 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan studi atas Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan 

saran yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah pada penelitian 

ini dengan dilengkapi daftar pustaka, dengan tujuan untuk memberikan daftar 

sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada BAB IV, maka dapat 

diambil kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat permasalahan dan 

praktik yang tidak sesuai dengan teori hukum dan beberapa regulasi 

yang berlaku. Sehingga, terciptanya salah satu preseden buruk bagi 

lembaga kekuasaan kehakiman. Ketidaksesuaian tersebut dapat 

dibuktikan dengan: 

a. Aspek Prosedural: Permasalahan legal standing pemohon yang tidak 

memenuhi salah satu syarat wajib pemohon yakni kerugian 

konstitusional harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-

tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 

dipastikan akan terjadi. Selain itu, terjadinya pencabutan 

permohonan oleh pemohon yang dilakukan tanpa alasan yang jelas 

dan bertepatan pada hari libur sehingga melanggar ketentuan dalam 

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Seluruh Hakim Konstitusi 

terbukti melanggar kode etik atas dasar prinsip kepantasan, 

terkhusus ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang 

terbukti melanggar kode etik berat. 

b. Aspek Materiil: putusan melebihi petitum (ultra petita) yang 

mengakibatkan amar putusan jauh dari apa yang diminta dan bukan 

merupakan isu konstitusional karena tidak bertentangan dengan 
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UUD 1945, prinsip keadilan, Pancasila, dan/atau HAM, melainkan 

kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang. 

c. Inkonsistensi Putusan: terdapat perbedaan amar putusan dengan 

objek pengujian yang sama sebelumnya. Sehingga inkonsistensi 

putusan MK dapat menghilangkan kepastian hukum, sebab apa yang 

menjadi isu yang sama dapat diputus secara berbeda. 

2. Dampak adanya penerapan praktik judicialization of politics dalam 

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 berimplikasi pada: 

a. Preseden buruk bagi lembaga kekuasaan kehakiman karena 

banyaknya permasalahan yang terjadi dalam putusan a quo. 

Sehingga, secara tidak langsung dapat menjadikan putusan-putusan 

setelahnya mengikuti cara atau prosedur yang dilakukan pada 

perkara a quo. 

b. Berlaku secara langsung kepada Kepala Daerah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota yang pernah atau sedang menjabat sehingga dapat 

menjadi peserta dalam kontestasi Pemilu 2024.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penyusun memberikan 

saran kepada seluruh lembaga negara terkhusus Mahkamah Konstitusi sebagai 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan untuk: 

1. Membuat peraturan mengenai batasan penggunaan pendekatan yang 

digunakan. Dengan merevisi atau merubah UU MK atau PMK 21 agar 

MK memiliki koridor yang jelas, ketika jenis perkara yang diadili 
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berupa open legal policy, maka pendekatan putusan yang digunakan 

adalah judicial restraint dan dikembalikan ke pembentuk undang-

undang untuk dilakukan legislative review. 

2. Perihal open legal policy merupakan kewenangan pembentuk undang-

undang, sehingga MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan 

dan memutus perkara mengenai open legal policy yang tidak melanggar 

moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir 

3. MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dalam menjalankan 

tugasnya harus berdasarkan kepada prinsip kemandirian dan prinsip 

independensi hakim. Sehingga, MK sebagai the guardian of constitution 

dan the final interpreter of constitution dapat menjalankan peran dan 

fungsinya tanpa ada intervesi dari pihak mana pun.  
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